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Abstrak: Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ASN berorientasi pelayanan dari aspek cepat tanggap, 

keandalan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik. Metodologi yang 

digunakan kajian pustaka, dengan menggunakan lebih dari 50 artikel ilmiah dan sumber akademis lain yang 

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN berorientasi pelayanan adalah ASN yang responsif, andal, dan 

memanfaatkan teknologi digital yang terus berupaya memberikan layanan bagi kepuasan publik. 

Kecepattanggapan ASN terhadap keluhan masyarakat, konsistensi dalam memberikan layanan, serta penggunaan 

e-government sebagai sarana komunikasi efektif berkontribusi terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian ini 

memberikan rekomendasi bagi instansi pemerintah untuk terus mengembangkan kompetensi ASN, memperbaiki 

prosedur birokrasi, dan memanfaatkan teknologi informasi demi pelayanan yang lebih efisien dan transparan. 

Kata kunci: ASN, pelayanan publik, daya tanggap, keandalan, teknologi digital. 

 

Abstract: The Civil Servant (ASN) plays a crucial role in improving the quality of public services in Indonesia. 

This study aims to analyze service-oriented ASN from the aspects of responsiveness, reliability, and the use of 

information technology in delivering public services. The methodology employed is a literature review, utilizing 

more than 50 scholarly articles and other relevant academic sources. The findings indicate that a service-oriented 

ASN is characterized by responsiveness, reliability, and effective use of digital technology in striving to provide 

services that satisfy the public. ASN’s responsiveness to public complaints, consistency in service delivery, and 

use of e-government as an effective communication tool contribute to public trust. This study provides 

recommendations for government agencies to continuously develop ASN competencies, streamline bureaucratic 

procedures, and leverage information technology for more efficient and transparent service delivery. 

Keywords: ASN, Public Service, Responsiveness, Reliability, Digital Technology. 

 

PENDAHULUAN 
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai 

garda terdepan birokrasi pemerintah diharapkan 

mampu memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas (Elyasa, 2022). Aparatur Sipil 

Negara (ASN) memainkan peran penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 

konteks pelayanan publik yang menjadi tolok 

ukur kinerja pemerintah di mata masyarakat. 

Pelayanan publik mencakup berbagai sektor 

esensial seperti kesehatan, pendidikan, 

administrasi, dan perizinan, dengan tujuan 

utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan 

tugasnya, menurut (Amin, 2020; Fauzan, 2024; 

Haryanto, 2017; Supratman, 2018) ASN 

dituntut untuk mengedepankan profesionalisme, 

integritas, dan orientasi pada pelayanan, 

terutama dalam menghadapi tantangan 

pelayanan yang semakin kompleks.  

ASN diharapkan untuk selalu 

meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 

(Haryanto, 2017; Sari, 2020). ASN harus 

menyesuaikan kompetensinya dengan kondisi 

yang dinamis dan terus berubah, serta 

https://doi.org/10.54849/monas.v6i2.237
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perkembangan cepat yang terjadi dalam 

lingkungan organisasi (Sulasiah, 2019). 

ASN berorientasi pelayanan merupakan 

suatu pendekatan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang menekankan pada kepuasan 

dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna 

layanan publik. Pendekatan ini mewajibkan 

ASN untuk menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya secara profesional, juga 

mengedepankan nilai-nilai pelayanan yang 

responsif dan proaktif. Hal ini sejalan dengan 

prinsip good governance, di mana transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat 

menjadi fokus utama dalam pengelolaan 

pelayanan publik ((Duarmas et al., 2016). 

Dengan demikian, ASN yang berorientasi 

pelayanan diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan 

kualitas layanan publik dan memperkuat 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

ASN harus cepat tanggap dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat (Kuadang, 

2021; Marahadi, 2017; Mulyono, 2015; 

Rahman, 2017; Rasdiana & Ramadani, 2021; 

Sunda et al., 2017). Salah satu aspek utama 

dalam pelayanan publik adalah cepat tanggap 

(responsiveness), yang merujuk pada 

kemampuan ASN untuk merespons kebutuhan 

dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. 

Masyarakat menginginkan masalah yang 

mereka hadapi dapat diselesaikan dengan segera 

melalui pelayanan yang responsif.  

Cepat tanggap tidak hanya berhubungan 

dengan kecepatan pelayanan, tetapi juga 

melibatkan kualitas respons yang diberikan oleh 

ASN. Misalnya, dalam konteks pelayanan 

kesehatan, respons yang cepat terhadap 

kebutuhan pasien menjadi sangat penting untuk 

menyelamatkan nyawa. Begitu pula dalam 

pelayanan perizinan, keterlambatan atau 

ketidaktepatan dalam merespons permohonan 

masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan 

dan bahkan berpotensi merusak kepercayaan 

publik terhadap instansi pemerintah.  

ASN yang berdaya tanggap tinggi 

memiliki keterampilan komunikasi yang baik, 

empati, dan kemampuan pemecahan masalah 

(problem solving) (Yulianto & Harsoyo, 2023). 

Keterampilan ini penting agar ASN dapat 

memahami secara mendalam kebutuhan 

masyarakat dan meresponsnya dengan solusi 

yang tepat. Pelatihan secara berkala yang 

menekankan peningkatan daya tanggap sangat 

diperlukan untuk memastikan bahwa ASN siap 

menghadapi berbagai situasi pelayanan yang 

berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan 

(Apandi, 2020; Handayani, 2016; Mahmuda et 

al., 2022; Mustamin, 2023; Yulianto & 

Harsoyo, 2023), yang menyatakan bahwa 

pengembangan kompetensi ASN merupakan 

faktor utama dalam meningkatkan mutu 

pelayanan publik.  Hal ini juga sesuai 

Permenpan Nomor 38 Tahun 2017, bahwa 

kompetensi manajerial ASN, di antaranya 

pelayanan publik, yang menjadi perhatian untuk 

ditingkatkan. 

Pengembangan kompetensi ini juga 

mampu miningkatkan keandalalan ASN, 

sehingga dapat meningkatkan layanan publik 

dan mampu memberikan layanan yang 

memuaskan masyarakat. Menurut (Najmi, 

2017) keandalan pelayanan ASN berpengaruh 

terhadap kepuasan masyarakat. Selain daya 

tanggap, keandalan (reliability) merupakan 

aspek penting dalam pelayanan publik. 

Keandalan merujuk pada kemampuan ASN dan 

sistem pelayanan publik untuk memberikan 

layanan yang konsisten dan sesuai dengan 

harapan masyarakat. Pelayanan yang andal 

adalah pelayanan yang selalu dapat diandalkan 

untuk memenuhi standar kualitas yang telah 

dijanjikan kepada masyarakat. Konsistensi 

dalam waktu, kualitas, dan hasil pelayanan 

menjadi kunci utama dalam membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Menurut (Arifin et al., 2022) ASN harus 

konsisten dalam pelayanan tepat waktu. 

Masyarakat mengharapkan bahwa setiap 

kali mereka berinteraksi dengan instansi 

pemerintah, mereka akan mendapatkan 

pelayanan yang baik. Sejalan pendapat 

(Riyadin, 2019) bahwa pelayanan yang baik 

sangatlah penting dalam mempertahankan 

kepuasan masyarakat.  Hal ini menuntut ASN 

untuk selalu bekerja secara profesional, 

mengikuti prosedur yang berlaku, dan 

menjamin bahwa setiap layanan yang diberikan 

dapat dipertanggungjawabkan.  

ASN yang andal mampu memahami dan 

menjalankan tugas serta fungsinya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan (Zahara, 

2018). Salah satu contoh penting dari keandalan 

dalam pelayanan publik adalah layanan 

administrasi kependudukan, di mana 

masyarakat berharap mendapatkan dokumen 

resmi seperti KTP atau akta kelahiran dalam 

waktu yang cepat dan sesuai dengan prosedur 

yang ada. Keandalan adalah kemampuan ASN 

dalam memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan janji secara akurat dan dapat dipercaya 

(Damayanti, 2022; Mokoginta et al., 2023). 
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ASN yang andal sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena 

mereka memainkan peran kunci dalam 

menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Dengan keberadaan ASN yang 

kompeten, layanan dapat diberikan dengan 

cepat, tepat, dan relevan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Penelitian (Lukas et al., 

2024) terhadap masyarakat yang mengurus KTP 

elektronik di Kabupaten Tana Toraja, 

dilaporkan bahwa penilaian terhadap pelayanan 

publik oleh ASN menunjukkan hasil yang 

cukup baik, di mana masyarakat merasa puas 

dengan keandalan, ketanggapan, dan 

kredibilitas ASN.   

Pengurusan e-KTP ini menandakan 

bahwa ASN telah memasuki era teknologi 

digital.  Di era digital, tata kelola digital (digital 

governance) menjadi faktor penting dalam 

peningkatan pelayanan publik. Pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dalam pemerintahan memungkinkan proses 

pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan 

transparan. Penggunaan teknologi seperti e-

government, e-service, dan aplikasi mobile 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses 

layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja.  

E-government memungkinkan peningkatan 

pelayanan publik dengan meningkatkan kinerja 

pemerintah, memperbaiki administrasi, dan 

memberikan kontribusi positif. Melalui e-

government, masyarakat dapat dengan mudah 

mengakses informasi dan layanan publik dari 

pemerintah (Damayanti, 2022; Lukas et al., 

2024; Mokoginta et al., 2023). 

Digital governance menawarkan banyak 

keuntungan, termasuk peningkatan efisiensi 

dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, 

pengurangan prosedur yang berbelit-belit, dan 

peningkatan transparansi dalam proses 

pengambilan keputusan. Misalnya, dengan 

adanya sistem layanan berbasis digital, 

masyarakat tidak lagi perlu datang langsung ke 

kantor pemerintahan untuk mengurus perizinan 

atau administrasi, tetapi dapat melakukannya 

melalui portal online yang tersedia. Ini tidak 

hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga 

meningkatkan kenyamanan dan kepuasan 

masyarakat dalam berinteraksi dengan 

pemerintah. Menurut (Damayanti, 2022; Lukas 

et al., 2024), digitalisasi pelayanan publik 

meningkatkan efisiensi, mempercepat 

administrasi, mengurangi birokrasi, 

memperluas akses, dan meningkatkan kualitas 

layanan.  

Ketiga kualitas layanan ini—

kecepatantanggapan, keandalan, dan dukungan 

teknologi informasi—menjadi penting untuk 

diperhatikan oleh pemerintah agar ASN mampu 

memberikan layanan yang berorientasi pada 

kepuasan publik.  

Bagaimana ASN dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan publik sebagai garda 

terdepan birokrasi pemerintah dan pentingnya 

penelitian terhadap ketiga kualitas layanan ini 

pada ASN tidak dapat diabaikan. Dengan 

memahami bagaimana kecepatan tanggapan, 

keandalan, dan dukungan teknologi informasi 

saling terkait dan memengaruhi kepuasan 

publik, pemerintah dapat merancang strategi 

yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Penelitian ini juga akan 

memberikan wawasan berharga tentang 

tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam 

melayani masyarakat, sehingga dapat 

diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang 

diperlukan. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi pada 

peningkatan kinerja ASN dan kualitas 

pelayanan publik secara keseluruhan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis ASN berorientasi pelayanan dari 

aspek cepat tanggap, keandalan, dan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam 

memberikan pelayanan publik. Ketiga aspek 

tersebut menjadi indikator penting dalam 

meningkatkan kepuasan masyarakat serta 

membangun kepercayaan publik terhadap 

kinerja ASN. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adaah kajian pustaka untuk 

menganalisis peran ASN dalam pelayanan 

publik, dengan fokus pada tiga aspek utama: 

daya tanggap, keandalan, dan layanan digital. 

Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara 

mendalam literatur yang relevan dan memahami 

fenomena yang terjadi dalam konteks pelayanan 

publik di Indonesia. Menurut (Creswell & 

Creswell, 2018) penelitian kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk memahami 

pengalaman dan perspektif individu secara 

mendalam, sehingga dapat mengungkapkan 

makna di balik data yang diperoleh. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengumpulkan 

setidaknya 50 artikel dan buku yang diterbitkan 

antara tahun 2010 hingga 2024, yang mencakup 

jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-

sumber akademis lainnya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mencari dan menyaring referensi yang sesuai 
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melalui database akademik, perpustakaan, dan 

sumber daring. Setiap referensi akan dievaluasi 

berdasarkan relevansi, kualitas, dan 

keberagaman untuk memastikan bahwa 

informasi yang diperoleh dapat memberikan 

perspektif yang komprehensif. Peneliti akan 

menggunakan kriteria pemilihan referensi yang 

diusulkan oleh (Boote & Beile, 2005), yang 

menekankan pentingnya kejelasan tujuan 

penelitian dan relevansi topik dalam pemilihan 

literatur. Setelah itu, peneliti akan membaca dan 

menganalisis konten dari referensi yang terpilih, 

menggunakan teknik analisis tematik untuk 

mengidentifikasi tema-tema kunci yang 

berkaitan dengan peran ASN dalam pelayanan 

publik.  

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan yang lebih baik 

mengenai bagaimana ASN dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan publik melalui peningkatan 

responsif, keandalan, dan pemanfaatan 

teknologi digital. Guna mempermudah 

sistematika penulisan maka, disajikan kerangka 

berpikir ASN Berorientasi Melayani pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir ASN 

Berorientasi Pelayanan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berorientasi pelayanan, memiliki arti; 

memahami serta memenuhi kebutuhan 

masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, 

dan dapat diandalkan, lalu melakukan perbaikan 

yang terus menerus (Ghon, 2022). Dalam 

konteks pemerintahan, orientasi pelayanan ini 

sangat penting untuk memastikan bahwa setiap 

interaksi antara ASN dan masyarakat 

berlangsung dengan baik. ASN yang 

berorientasi pada pelayanan berfokus pada 

penyelesaian tugas administratif dan berusaha 

untuk membangun hubungan positif dengan 

masyarakat, sehingga dapat menciptakan 

lingkungan yang mendukung partisipasi aktif 

masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Sebagai abdi negara, ASN berperan 

sebagai pelayan masyarakat yang memiliki 

tanggung jawab besar dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas (Pio, 2018). Arti 

kata "pelayan" mencakup tidak hanya aspek 

memberikan pelayanan yang baik bagi publik, 

tetapi juga mencakup kesediaan untuk 

mendengarkan, memahami, dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, ASN 

harus mampu menjawab pertanyaan, mengatasi 

masalah, dan menyediakan informasi yang 

diperlukan oleh masyarakat secara cepat dan 

efisien dengan daya tanggap dan keandalan 

yang tinggi. Pelayanan yang baik mencakup 

berbagai aspek, seperti ketepatan waktu, 

keramahan, dan kompetensi dalam memberikan 

solusi, serta pemanfaatan teknologi digital 

untuk meningkatkan efektivitas layanan, 

sehingga masyarakat merasa dihargai dan 

terlayani dengan baik. Dengan demikian, ASN 

tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, 

tetapi juga sebagai mitra yang aktif dalam 

membangun hubungan positif dengan 

masyarakat. 

Menurut penelitian (Sewa et al., 2022), 

ASN telah menunjukkan disiplin dalam 

menjalankan pelayanan, termasuk daya tanggap 

yang tinggi dalam menanggapi kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Selain itu, ASN juga telah 

menunjukkan ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas pelayanan dan keramahan 

dalam berinteraksi dengan masyarakat yang 

dilayani.  ASN harus menerapkan sikap ramah 

dan cekatan dalam setiap pelayanan yang 

diberikan.  

 

Peran ASN dalam Pelayanan yang Cepat 

Tanggap 

Pelayanan yang cepat tanggap adalah 

salah satu ciri utama dalam memberikan 

layanan publik yang berkualitas. ASN memiliki 

tanggung jawab untuk mendengarkan, 

memahami, dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan segera. Menurut (Arifianto, 

2021; Sinsu et al., 2016; Supratman, 2018), 

daya tanggap ASN menciptakan hubungan baik 

antara pemerintah dan masyarakat, yang pada 

akhirnya meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap institusi pemerintahan. 
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Tantangan yang dihadapi dalam 

memberikan pelayanan cepat tanggap termasuk 

birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya 

pelatihan keterampilan komunikasi bagi ASN. 

Struktur birokrasi yang rumit sering kali 

menghambat proses pengambilan keputusan, 

yang berdampak negatif pada kecepatan 

layanan. Menurut (Heryani et al., 2023; Ma’ruf, 

2010; Romli, 2008; Sartika, 2013) birokrasi 

yang rumit dan terlalu bergantung pada 

prosedur dapat menyebabkan keputusan 

tertunda atau terhambat. 

Responsif berarti memiliki kemampuan 

untuk merespons dengan cepat terhadap 

permasalahan, kebutuhan, serta aspirasi 

masyarakat yang dilayani (Nuriyanto, 2014). 

Sebagai abdi negara yang bertanggung jawab 

terhadap kepentingan masyarakat, ASN 

memiliki kewajiban untuk memberikan layanan 

yang memenuhi standar, mencerminkan 

integritas dan profesionalisme. Mereka harus 

melayani masyarakat dengan penuh kejujuran, 

selalu tanggap terhadap kebutuhan, bertindak 

cepat dalam menyelesaikan permasalahan, 

memberikan solusi yang tepat dan akurat, serta 

memastikan bahwa setiap tindakan yang 

diambil berdaya guna dan efektif. Selain itu, 

dalam setiap interaksi dengan publik, ASN juga 

diharapkan untuk bersikap ramah, sopan, dan 

menjaga etika layanan, sehingga tercipta 

kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat 

yang dilayani. 

Implementasi sistem pengaduan yang 

efisien juga dapat meningkatkan 

kecepattanggapan ASN. Menurut (Aisyah et al., 

2024; Fahasen, 2024), dijelaskan bahwa 

keberadaan sistem pengaduan yang mudah 

diakses memungkinkan masyarakat untuk 

menyampaikan keluhan dan masukan secara 

langsung, sehingga ASN dapat meresponsnya 

dengan cepat. Oleh karena itu, pengembangan 

aplikasi atau platform digital untuk pengaduan 

harus menjadi prioritas. 

Salah satu contoh praktik baik dalam 

pelayanan yang cepat tanggap adalah penerapan 

prinsip one-stop service di berbagai instansi 

pemerintah dan layanan publik(Lestari, 2021; 

Rahmat, 2022; Ramadhani, 2018). (Khaidar, 

2020) mencontohkan one stop service, di mana 

pemerintah menetapkan kebijakan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 

mempermudah pelayanan kepada masyarakat 

yang cepat tanggap. 

Kecepatan tanggapan melalui layanan 

PTSP ini menjadi contoh penting dalam 

memastikan efisiensi dan efektivitas layanan 

publik. Dengan sistem ini, masyarakat dapat 

mengakses berbagai layanan yang terkoordinasi 

secara lebih cepat dan tepat, mengurangi 

birokrasi yang berbelit-belit, serta 

meminimalisasi potensi kesalahan atau 

keterlambatan. Responsivitas yang tinggi ini 

juga berperan penting dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, 

karena kebutuhan dan aspirasi mereka dapat 

ditangani dengan lebih cepat dan akurat. 

Sebagai hasilnya, PTSP mendukung terciptanya 

pelayanan publik yang lebih transparan dan 

akuntabel. 

Menurut (Mukidi et al., 2021; 

Rahmadana et al., 2020), keceptanggapan 

dalam pelayanan Masyarakat melalu one stop 

service ini memudahkan masyarakat dalam 

mengakses berbagai layanan dalam satu tempat, 

sehingga mempercepat proses penyelesaian 

urusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 

inovasi dalam pelayanan publik dapat 

menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. 

 

Tabel 1. ASN Berorientasi Pelayanan (Aspek 

Cepat Tanggap) 

 
Kategori Nama 

Penulis 

Penjelasan 

Cepatan 

Tanggap 

Elyasa 

(2022) 

ASN diharapkan mampu 

memberikan pelayanan 

publik yang berkualitas. 

Amin (2020); 

Fauzan 

(2024); 

Haryanto 

(2017); 

Supratman 

(2018) 

ASN dituntut untuk 

mengedepankan 

profesionalisme, 

integritas, dan orientasi 

pada pelayanan, terutama 

dalam menghadapi 

tantangan pelayanan yang 

semakin kompleks. 

Haryanto 

(2017); Sari 

(2020) 

ASN diharapkan untuk 

selalu meningkatkan 

kompetensi dan kualitas 

dalam memberikan 

pelayanan kepada 

masyarakat. 

Sulasiah 

(2019) 

ASN harus menyesuaikan 

kompetensinya dengan 

kondisi yang dinamis dan 

terus berubah. 

Kuadang 

(2021); 

Marahadi 

(2017); 

Mulyono 

(2015); 

Rahman 

(2017); 

Rasdiana & 

Ramadani 

(2021); 

Sunda et al. 

(2017) 

ASN harus cepat tanggap 

dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. 
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Kategori Nama 

Penulis 

Penjelasan 

Yulianto & 

Harsoyo 

(2023) 

ASN yang berdaya 

tanggap tinggi memiliki 

keterampilan komunikasi 

yang baik, empati, dan 

kemampuan pemecahan 

masalah. 

Apandi 

(2020); 

Handayani 

(2016); 

Mahmuda et 

al. (2022); 

Mustamin 

(2023); 

Yulianto & 

Harsoyo 

(2023) 

Pengembangan 

kompetensi ASN 

merupakan faktor utama 

dalam meningkatkan 

mutu pelayanan publik. 

Duarmas et 

al. (2016) 

Pendekatan ini 

mewajibkan ASN untuk 

menjalankan tugas secara 

profesional dan 

mengedepankan nilai-

nilai pelayanan yang 

responsif. 

Lestari 

(2021); 

Rahmat 

(2022); 

Ramadhani 

(2018) 

Salah satu contoh praktik 

baik dalam pelayanan 

yang cepat tanggap adalah 

penerapan prinsip one-

stop service. 

Mukidi et al. 

(2021); 

Rahmadana 

et al. (2020) 

Kecepatan tanggapan 

dalam pelayanan 

masyarakat melalui one 

stop service ini 

memudahkan masyarakat 

dalam mengakses 

berbagai layanan. 

 

 

 

Peran ASN dalam Memberikan Layanan 

yang Andal 

Layanan yang andal adalah indikator 

penting dalam menilai efektivitas ASN dalam 

pelayanan publik. Keandalan pelayanan 

mengacu pada konsistensi, ketepatan, dan 

akurasi dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat. Keandalan (reliability) 

mencerminkan kemampuan ASN dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 

serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

prosedur kerja yang benar (Azmi, 2018; Nastia 

et al., 2022).  Menurut Nugroho (2022), 

keandalan ASN sangat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Keandalan pelayanan ASN mencakup 

akurasi, kecepatan, kejujuran, keadilan, dan 

kesesuaian prosedur (Lukas et al., 2024).  

Keandalan pelayanan ASN merupakan pilar 

penting dalam menciptakan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Aspek akurasi 

dalam pelayanan memastikan bahwa informasi 

dan keputusan yang diberikan oleh ASN 

berdasarkan data yang tepat dan terkini. 

Kecepatan pelayanan juga sangat vital, karena 

masyarakat mengharapkan proses yang efisien 

tanpa mengurangi kualitas layanan. Selain itu, 

kejujuran dalam setiap tindakan ASN 

mencerminkan integritas dan transparansi, yang 

sangat diperlukan untuk mencegah korupsi dan 

penyalahgunaan wewenang. Keadilan dalam 

pelayanan memastikan bahwa semua warga 

negara mendapatkan hak yang sama, tanpa 

memandang latar belakang, serta memberikan 

rasa kepastian dan keamanan hukum. 

Sistem pelayanan publik yang efektif 

sangat bergantung pada kemampuan dan 

keandalan dalam memberikan layanan yang 

dapat dipercaya, yang dapat dicapai melalui 

beberapa aspek berikut (Randang et al., 2016): 

a) Kesederhanaan prosedur. Hal ini berarti 

bahwa prosedur pelayanan harus 

disederhanakan agar tidak rumit, dengan 

mengedepankan prinsip “Sebaiknya 

dipermudah, bukan dipersulit.” 

b) Kepastian waktu pelayanan. Sering kali, 

pelaksanaan pelayanan publik tidak 

berlangsung sesuai jadwal karena banyak 

tugas aparatur pemerintah yang tertunda. 

Penundaan ini sering kali disengaja dengan 

berbagai alasan untuk memperoleh imbalan 

tertentu. 

Di sisi lain, kesesuaian prosedur dalam 

pelayanan publik juga memainkan peran 

penting dalam mendukung keandalan ASN. 

Prosedur yang jelas dan terstandarisasi tidak 

hanya membantu ASN dalam melaksanakan 

tugasnya dengan lebih efektif, tetapi juga 

mempermudah masyarakat dalam memahami 

dan mengakses layanan yang disediakan. 

Dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, 

ASN dapat meminimalkan kesalahan dan 

meningkatkan akuntabilitas. Integrasi dari 

semua aspek ini—akurasi, kecepatan, 

kejujuran, keadilan, dan kesesuaian prosedur—

akan menciptakan sinergi yang kuat, 

meningkatkan kepercayaan publik, serta 

memupuk partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dan pengelolaan layanan publik. 
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Tabe1 2. ASN Berorientasi Pelayanan (Aspek 

Keandalan) 

 
Kategori Nama 

Penulis 

Penjelasan 

Keandalan Najmi 

(2017) 

Keandalan pelayanan 

ASN berpengaruh 

terhadap kepuasan 

masyarakat. 

Arifin et al. 

(2022) 

ASN harus konsisten 

dalam pelayanan tepat 

waktu. 

Riyadin 

(2019) 

Pelayanan yang baik 

sangatlah penting 

dalam 

mempertahankan 

kepuasan masyarakat. 

Zahara 

(2018) 

ASN yang andal 

mampu memahami 

dan menjalankan 

tugas serta fungsinya 

sesuai dengan 

tanggung jawab yang 

diberikan. 

Damayanti 

(2022); 

Mokoginta 

et al. (2023) 

Keandalan adalah 

kemampuan ASN 

dalam memberikan 

pelayanan yang sesuai 

dengan janji secara 

akurat dan dapat 

dipercaya. 

Lukas et al. 

(2024) 

Penelitian 

menunjukkan bahwa 

penilaian terhadap 

pelayanan publik oleh 

ASN menunjukkan 

hasil yang cukup baik, 

di mana masyarakat 

merasa puas dengan 

keandalan, 

ketanggapan, dan 

kredibilitas ASN. 

 

 

Peran ASN dalam Pemanfaatan Teknologi 

Digital dalam Pelayanan 

E-government adalah penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi oleh pemerintah 

untuk menyediakan layanan kepada instansi 

pemerintah, pegawai negeri, pengusaha, 

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya 

(Choirunnisa et al., 2023). 

Kemampuan ASN dalam memanfaatkan 

teknologi informasi merupakan salah satu 

strategi penting untuk mempercepat 

peningkatan kualitas pelayanan publik (Amasia 

& Wibawati, 2024). Dengan mengintegrasikan 

teknologi dalam proses pelayanan, ASN dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, 

sehingga waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan layanan dapat dipersingkat. 

Selain itu, teknologi digital memungkinkan 

ASN untuk memberikan akses yang lebih luas 

kepada masyarakat, sehingga informasi dan 

layanan dapat diakses dengan mudah kapan saja 

dan di mana saja.  

Penggunaan teknologi juga dapat 

mendukung transparansi dan akuntabilitas 

dalam pelayanan publik (Komarudin & Yudo, 

2019). Misalnya, dengan adanya sistem 

berbasis digital, masyarakat dapat memantau 

perkembangan proses pelayanan dan 

memberikan umpan balik secara langsung. Hal 

ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga 

mendorong ASN untuk lebih responsif dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya. Dengan demikian, kemampuan ASN 

dalam menggunakan teknologi digital sangat 

penting dalam menciptakan pelayanan publik 

yang lebih berkualitas dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. 

Pemanfaatan teknologi digital dalam 

pelayanan publik telah menjadi tren global yang 

tidak dapat diabaikan. ASN berperan penting 

dalam mengimplementasikan teknologi digital 

untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi 

pelayanan. Teknologi digital dapat membantu 

ASN dalam mempercepat proses pelayanan dan 

memberikan akses informasi yang lebih baik 

kepada masyarakat. Menurut (Sofianto, 2020) 

kontribusi pelayaan berbasis teknologi 

informasi adalah kecepatan pelayanan, 

kepastian waktu tunggu, transparansi, dan 

keadilan 

E-government merupakan upaya untuk 

menghadapi perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi guna menyediakan pelayanan 

publik yang baik, cepat, dan akurat (Heny & 

Nurdin, 2018) (Iriansyah et al., 2023). Melalui 

penerapan sistem digital, pemerintah dapat 

meningkatkan efisiensi dalam proses 

administrasi dan memberikan akses yang lebih 

baik kepada masyarakat. E-government juga 

berperan penting dalam menciptakan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan, 

sehingga masyarakat dapat dengan mudah 

memantau dan mengevaluasi kinerja 

pemerintah. 

Salah satu bentuk penerapan teknologi 

digital adalah sistem e-government, yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses 

layanan publik secara online. Penelitian oleh 

(Gultom et al., 2024) menunjukkan bahwa e-

government dapat mengurangi waktu dan biaya 

yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam 

mengurus berbagai administrasi. Dalam 

konteks ini, ASN harus memiliki keterampilan 

digital yang memadai agar dapat memanfaatkan 
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teknologi ini secara optimal. E-government 

memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan 

informasi dan layanan pemerintah kapan saja 

dan di mana saja melalui jaringan internet 

(Andayani et al., 2024). 

 

Tabel 3. ASN Berorientasi Pelayanan 

(Teknologi Informasi) 
 

Kategori Nama 

Penulis 

Penjelasan 

Teknologi 

Informasi 

Damayanti 

(2022); 

Lukas et al. 

(2024); 

Mokoginta 

et al. (2023) 

Pemanfaatan 

teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) 

dalam pemerintahan 

memungkinkan proses 

pelayanan publik 

yang lebih cepat, 

efisien, dan 

transparan. 

Choirunnisa 

et al. (2023) 

E-government adalah 

penggunaan teknologi 

informasi dan 

komunikasi oleh 

pemerintah untuk 

menyediakan layanan 

kepada masyarakat. 

Amasia & 

Wibawati 

(2024) 

Kemampuan ASN 

dalam memanfaatkan 

teknologi informasi 

merupakan salah satu 

strategi penting untuk 

mempercepat 

peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Pelayanan publik yang cepat tanggap 

merupakan salah satu kriteria utama dalam 

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan 

oleh ASN. Dalam upaya ini, ASN harus mampu 

mendengarkan, memahami, dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat dengan segera. Namun, 

tantangan yang dihadapi, seperti birokrasi yang 

rumit dan kurangnya pelatihan keterampilan 

komunikasi, sering kali menghambat proses ini. 

Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk 

beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan 

masyarakat untuk menciptakan hubungan yang 

baik antara pemerintah dan warganya, yang 

pada gilirannya meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap institusi pemerintahan. 

Keandalan pelayanan ASN menjadi 

indikator penting dalam menilai efektivitas 

pelayanan publik. Keandalan ini meliputi aspek 

akurasi, kecepatan, kejujuran, keadilan, dan 

kesesuaian prosedur. Dengan memastikan 

bahwa setiap tindakan ASN mencerminkan 

integritas dan profesionalisme, masyarakat akan 

lebih percaya pada pemerintah. Selain itu, 

sistem pelayanan publik yang efektif harus 

mengedepankan kesederhanaan prosedur dan 

kepastian waktu pelayanan agar dapat 

meminimalkan keterlambatan dan 

meningkatkan akuntabilitas. 

Pemanfaatan teknologi digital, seperti e-

government, memainkan peran penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi, ASN dapat memberikan layanan 

yang lebih efisien dan transparan kepada 

masyarakat. E-government memungkinkan 

akses yang lebih luas terhadap informasi dan 

layanan, serta mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam pengawasan 

pelayanan. Keterampilan digital yang memadai 

bagi ASN menjadi kunci untuk 

mengoptimalkan penggunaan teknologi ini 

dalam memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas. 

 

Saran 

Guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, penting bagi pemerintah untuk 

memberikan pelatihan keterampilan 

komunikasi dan teknologi digital kepada ASN. 

Selain itu, perlu adanya reformasi birokrasi 

untuk menyederhanakan prosedur pelayanan 

agar lebih cepat dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. Pengembangan sistem 

pengaduan yang efisien dan mudah diakses juga 

harus menjadi prioritas agar ASN dapat 

merespons keluhan dan masukan dari 

masyarakat dengan lebih cepat. Dengan 

langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan 

publik dapat menjadi lebih baik, transparan, dan 

akuntabel. 
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